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BUPATI SAMPANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI SAMPANG 

NOMOR  55 TAHUN  2021 

 

TENTANG 

 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  SAMPANG, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam 

Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 
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2.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan  Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

6.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7.  Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 

8.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

6398); 

9.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor  109  Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil  Kepala   Daerah 

(Lembaran   Negara  Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan  Lembaran Negara 

Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan  

Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 

2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

110, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara  

Tahun  2009   Nomor  18,   Tambahan   Lembaran Negara 4972), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6177);   

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan  Lembaran Negara Nomor 

5165); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5219); 

19. Peraturan  Pemerintah Nomor 2  Tahun 2012 tentang  Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012    

Nomor 5, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang  

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan  Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014 tentang  Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, 

Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, 

Nomor 187); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057); 
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323) 

27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 

atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186) ; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah,  sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 
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30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1425); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang 

Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi 

Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daaerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  

35. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 926); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 8); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 2). 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 
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BAB I 

Ketentuan Umum 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang. 

3. Bupati adalah Bupati Sampang. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan 

APBD adalah rencana keuangan daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran berkenaan. 

6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. 

7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut dengan SiLPA 

adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama1 

(satu) periode anggaran. 

9. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar dibayar kepada 

Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai 

dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. 

10. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah 

ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan 

Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara 

maksimal. 

11. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan 

pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan 

dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 

dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 

adalah Program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 

perangkat Daerah untuk setiap Program dan Kegiatan sebagai acuan dalam 

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. 
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15. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS 

adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia 

bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib 

belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem 

yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas 

dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 

pengelolaan daerah pada umumnya. pelayanan kepada masyarakat yang 

mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai 

pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. 

 

Pasal 2 

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar            

Rp. 1.819.409.492.690,0 (satu triliun delapan ratus sembilan belas milyar empat 

ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh 

rupiah) yang bersumber dari: 

a. Pendapatan asli daerah; 

b. Pendapatan transfer; 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

 

Pasal 3 

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 

a direncanakan sebesar Rp. 173.635.481.690,00 (seratus tujuh puluh tiga 

milyar enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu 

enam ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas: 

a. Pajak daerah; 

b. Retribusi daerah; 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp 30.070.000.000,00  (tiga puluh milyar tujuh puluh juta rupiah); 

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar Rp 47.244.768.000,00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh 

empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah); 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.890.713.690,00 (enam milyar 



- 9 - 

 

Sekda Ass. I 
PKR 

Kepala 
BPPKAD 

Kabag. 
Hukum 

Kasubag 
PUU 

     

 

 

delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus 

sembilan puluh rupiah); 

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c direncanakan sebesar Rp 89.430.000.000,00 (delapan puluh 

sembilan milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah). 

 

Pasal 4 

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp 30.070.000.000,00 yang terdiri atas:  

a. Pajak Hotel Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); 

b. Pajak Restoran Rp. 3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh  juta 

rupiah);  

c. Pajak Hiburan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); 

d. Pajak Reklame Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus  juta rupiah); 

e. Pajak Penerangan Jalan Rp. 13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah); 

f.  Pajak Parkir Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); 

g. Pajak Air Tanah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); 

h. Pajak Sarang Burung Walet Rp 0,00 (nol rupiah); 

i.  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah); 

j.  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp. 

7.000.000.000,0 (tujuh milyar rupiah); 

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 4.500.000.000 

(empat milyar lima ratus juta rupiah). 

 

Pasal 5 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar                  

Rp 2.071.543.778.686,00  (dua triliun tujuh puluh satu milyar lima ratus empat 

puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh enam 

rupiah)  yang terdiri atas: 

a. Belanja operasional; 

b. Belanja modal; 

c. Belanja tidak terduga; dan 

d. Belanja transfer. 
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Pasal 6 

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5   huruf a 

direncanakan sebesar Rp 1.311.216.501.514,0 (satu triliun tiga ratus sebelas 

milyar dua ratus enam belas juta lima ratus satu ribu lima ratus empat belas 

rupiah yang terdiri atas : 

a. Belanja Pegawai 

b. Belanja barang dan jasa; 

c. Belanja bunga; 

d. Belanja hibah; dan 

e. Belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp 786.009.253.321,00  (tujuh ratus delapan puluh enam milyar 

sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah); 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp 433.701.164.135,00 (empat ratus tiga puluh tiga 

milyar tujuh ratus satu juta seratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh 

lima rupiah); 

(4) Belanja    bunga   sebagaimana    dimaksud   pada  ayat   (1)  huruf   c 

direncanakan sebesar Rp.8.822.644.331,0 (delapan milyar delapan ratus dua 

puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu 

rupiah); 

(5) Belanja    hibah    sebagaimana   dimaksud   pada ayat  (1)   huruf     e 

direncanakan   sebesar  Rp 78.604.499.727,00  (tujuh puluh delapan milyar 

enam ratus empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus 

dua puluh tujuh rupiah); 

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

direncanakan sebesar Rp 4.078.940.000,0 (empat milyar tujuh puluh delapan 

juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). 

 

Pasal 7 

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf 

a direncanakan sebesar Rp 786.009.253.321,00 (tujuh ratus delapan puluh 

enam milyar sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh 

satu rupiah)  yang terdiri atas: 

a. Belanja Gaji dan tunjangan; 

b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara; 

c. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 
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Aparatur Sipil Negara; 

d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; 

e. Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati; 

f.  Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

serta Bupati dan Wakil Bupati; 

g. Belanja Pegawai BOS 

h. Belanja Pegawai BLUD; 

(2) Gaji  dan tunjangan sebagaimana   dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp 501.023.639.829,00 (lima ratus satu milyar dua 

puluh tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh 

sembilan rupiah); 

(3) Belanja  Tambahan  Penghasilan   Aparatur Sipil Negara sebagaimana  

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 54.611.662.681,00 

(lima puluh empat milyar enam ratus sebelas juta enam ratus enam puluh dua 

ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah); 

(4) Belanja  Tambahan  Penghasilan  Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 

Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp. 179.785.457.536,00 (seratus tujuh puluh sembilan 

milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu 

lima ratus tiga puluh enam rupiah); 

(5) Belanja  Gaji dan Tunjangan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 23.696.467.699,00 

(dua puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam 

puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah); 

(6) Belanja  Gaji dan  Tunjangan   Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana 

dimaksud pada   ayat  (1)   huruf  e   direncanakan  sebesar   Rp. 

618.420.352,00 (enam ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh ribu tiga 

ratus lima puluh dua rupiah); 

(7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta 

Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

direncanakan sebesar Rp. 993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga 

juta seratus dua puluh ribu rupiah); 

(8) Belanja Pegawai  BOS  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) huruf g 

direncanakan sebesar Rp. 24.800.485.224,00 (dua puluh empat milyar delapan 

ratus juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh empat 

rupiah); 
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(9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h 

direncanakan sebesar Rp.480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta 

rupiah). 

 

Pasal 8 

(1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6  ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp 501.023.639.829,00  (lima ratus satu milyar 

dua puluh tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua 

puluh sembilan rupiah)  atas yang terdiri : 

a. Gaji pokok ASN; 

b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN; 

c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN; 

d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN; 

e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN; 

f. Belanja Tunjangan Beras ASN; 

g. Belanja Tunjagan PPh/Tunjangan Khusus ASN; 

h. Belanja Pembulatan Gaji ASN; 

i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN; 

j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; 

k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN. 

(2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp. 374.282.400.357,00 (tiga ratus tujuh puluh empat milyar dua ratus 

delapan puluh dua juta empat ratus ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah); 

(3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 40.587.502.178,0 (empat puluh milyar lima ratus 

delapan puluh tujuh juta lima ratus dua ribu seratus tujuh puluh delapan 

rupiah); 

(4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp. 6.682.323.878,0 (enam milyar enam ratus delapan 

puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan 

rupiah); 

(5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

d direncanakan sebesar Rp. 25.941.562.674,0 (dua puluh lima milyar sembilan 

ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh 

puluh empat rupiah); 

(6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.046.045.892,0 (tujuh milyar empat 
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puluh enam juta empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh dua 

rupiah); 

(7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

direncanakan sebesar Rp. 24.503.091.350,0 (dua puluh empat milyar lima ratus 

tiga juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah); 

(8) Belanja Tunjagan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 589.241.893,0 (lima ratus delapan 

puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan 

puluh tiga rupiah); 

(9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)    huruf h 

direncanakan sebesar Rp. 32.319.255,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus 

sembilan belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah); 

(10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf i direncanakan sebesar Rp. 17.757.716.432,00 (tujuh belas milyar tujuh 

ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh 

dua rupiah); 

(11) Belanja   Iuran    Jaminan   Kecelakaan   Kerja   ASN   sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 987.129.882,00 (sembilan ratus 

delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan 

puluh dua rupiah); 

(12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.614.306.038,00 (dua milyar enam ratus 

empat belas juta tiga ratus enam ribu tiga puluh delapan rupiah). 

 

Pasal 9 

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar           

Rp 252.134.285.996,00 (dua ratus lima puluh dua milyar seratus tiga puluh empat 

juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) 

yang terdiri atas: 

a. Penerimaan pembiayaan; dan 

b. Pengeluaran pembiayaan. 

 

Pasal 10 

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

huruf a direncanakan sebesar Rp 268.025.000.000,00 (dua ratus enam puluh 

delapan milyar dua puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas: 

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; 
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b. Pencairan dana cadangan; 

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

d. Penerimaan pinjaman daerah; 

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; 

f.  Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

(2) Sisa lebih  perhitungan  anggaran  tahun  anggaran   sebelumnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar               

Rp 114.150.000.000,00  (seratus delapan puluh enam milyar rupiah); 

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah); 

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah); 

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp 153.375.000.000,00 (seratus lima puluh tiga milyar 

tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah); 

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah); 

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah). 

 

Pasal 11 

(1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya 

sebagaimana maksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar    

Rp 114.150.000.000,00  (seratus empat belas milyar seratus lima puluh juta 

rupiah) yang terdiri atas: 

a. Pelampauan penerimaan PAD; 

b. Penerimaan lain (sesuai dengan objek pada SiLPA). 

(2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah); 

(3) Dst (sesuai dengan objek pada SILPA). 

 

Pasal 12 

(1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam       

Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) yang terdiri 
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atas: 

a. Pajak daerah; 

b. Penerimaan lain (sesuai dengan rincian objek pada Pelampauan penerimaan 

PAD). 

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp 30.070.000.000,00   (tiga puluh milyar tujuh puluh juta rupiah); 

(3) Penerimaan lain sesuai dengan rincian objek pada Pelampauan penerimaan 

PAD. 

 

Pasal 13 

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

huruf b direncanakan sebesar Rp 15.890.714.004,00 (lima belas milyar 

delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat belas ribu empat rupiah) 

yang terdiri atas: 

a. Pembentukan dana cadangan; 

b. Penyertaan modal daerah; 

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; 

d. Pemberian pinjaman daerah; dan 

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000,00  (sepuluh milyar rupiah); 

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp 0,00; 

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.890.714.004,00 (lima milyar 

delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat belas ribu empat rupiah); 

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah); 

(6) Pengeluaran   pembiayaan   lainnya  sesuai   dengan   ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah). 

 

Pasal 14 

(1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000,00  (sepuluh 

milyar rupiah) yang terdiri atas Pembentukan dana cadangan; 
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(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)    huruf a 

direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) 

 

Pasal 15 

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah 

mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.252.134.285.996,00 

(dua ratus lima puluh dua milyar seratus tiga puluh empat juta dua ratus 

delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah); 

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap 

pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 252.134.285.996,00 (dua 

ratus lima puluh dua milyar seratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan 

puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah). 

 

Pasal 16 

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan  Bupati  ini terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi 

Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 

Besaran Hibah; 

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 

Besaran Bantuan Sosial; 

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 

Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan 

bersifat khusus; 

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 

Besaran belanja bagi hasil; 
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7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 

dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi 

Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- 

Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 

dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 

Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, 

Belanja dan Pembiayaan; 

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ 

Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam 

Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan 

Perkada tentang Penjabaran APBD dengan 

Program Prioritas Perbatasan Negara. 

 

Pasal 17 

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini 

dituangkan   lebih    lanjut   dalam    dokumen     pelaksanaan   anggaran 

satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

Pasal  18 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang. 
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                                                     Ditetapkan di   : Sampang 

pada tanggal    :  29 Desember 2021 

 

BUPATI  SAMPANG, 

 

               ttd.                                                                        

 H. SLAMET JUNAIDI                                                                                

Diundangkan di : Sampang 

Pada tanggal   : 29 Desember 2021 
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